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Organisasi masyarakat yang biasa disebut Ormas yaitu organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan bertujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang
berazaskan pancasila. HTI adalah salah satu contoh Ormas dari banyaknya Ormas
yang ada di Indonesia, HTI merupakan ormas yang berasal dari al-Quds Palestina,
Ormas ini memiliki faham khilafah. Gerakan yang dibawa HTI dapat dikatakan
sebagai gerakan yang fokus memperjuangkan terwujudnya khilafah islamiyah di
Indonesia yang itu jelas bertentangan dengan ideologi negara Indonesia.

Rumusan masalah : 1) Bagaimana Duduk Perkara Dalam Putusan MK
No. 39/PUU-XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir
Indonesia?. 2) Bagaimana Implikasi Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017 Terhadap
Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau dari fikih
siyasah?.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis
normatif yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang mengacu pada norma
hukum yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan maupun putusan
pengadilan. Dalam melakukan pengumpulan data riset kepustakaan langkah yang
pertama yaitu dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku-
buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Langkah kedua,
untuk sumber-sumber yang telah terkumpul akan diambil pengertian pokok atau
kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hakim Mahkamah Konstitusi
tidak dapat menerima permohonan pemohon karena dalam hal ini Pemohon
kehilangan objek permohonan dan juga Dalil pemohon terkait pasal 61 angka 6
sampai dengan angka 21 telah menghilangkan peran pengadilan tidak
berlandasan. 2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-
XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia
ditinjau Dari Fikih Siyasah yakni, implikasi putusan tersebut sudah
mengutamakan kemaslahatan umat sesuai dengan kaidah “kebijakan seorang
pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”. Karena pada
dasarnya MK memutuskan perkara tersebut dengan alasan PERPPU yang
diajukan pemohon sudah tidak ada, dan isi PERPPU tersebut tidaklah seperti apa
yang dituduhkan pemohon.
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Community organizations commonly called Ormas are organizations founded and
formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires,
needs, interests, activities, and aims to participate in development in order to
achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on
Pancasila. HTI is an example of a mass organization from the many mass
organizations in Indonesia, HTI is an organization that originates from al-Quds
Palestine, this mass organization has an understanding of the caliphate. The
movement brought by HTI can be said to be a movement that focuses on fighting
for the realization of an Islamic caliphate in Indonesia which is clearly contrary to
the ideology of the Indonesian state.

The formulation of the problem: 1) How to sit in the Constitutional Court
Decision No. 39/PUU-XV/2017 concerning the Dissolution of the Indonesian
Hizb ut-Tahrir Community Organization?. 2) What are the Implications of the
Constitutional Court Decision No. 39/PUU-XV/2017 Against the Dissolution of
the Indonesian Hizb ut-Tahrir Community Organization in terms of siyasa figh?.

The research method used is normative juridical research which is qualitative in
nature, namely research that refers to legal norms contained in various laws and
regulations and court decisions. In collecting library research data, the first step is
to collect all laws and regulations, books and scientific journals related to the
problem. The second step, for the sources that have been collected, a basic
understanding or rule of law related to the research problem will be taken.

The results of this study indicate that: 1) Constitutional Court judges cannot
accept the applicant's application because in this case the Petitioner has lost the
object of the application and also the Petitioner's argument related to articles 61
number 6 to number 21 has eliminated the role of the unfounded court. 2)
Implications of the Decision of the Constitutional Court Number 39/PUU-
XV/2017 concerning the Dissolution of the Indonesian Hizb ut-Tahrir Community
Organization in terms of Siyasah Figh, namely, the implication of the decision
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already prioritizing the benefit of the people in accordance with the rule "a
leader's policy towards his people depends on the benefit". Because basically the
Constitutional Court decided on the case on the grounds that the PERPPU
proposed by the applicant no longer existed, and the contents of the PERPPU
were not as alleged by the applicant.
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